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Abstrak

Layanan Buy Now Pay Later (BNPL) berkembang pesat di Indonesia dalam tiga tahun terakhir,
seiring dengan meningkatnya transaksi digital dan kebutuhan masyarakat akan pembiayaan yang
cepat tanpa jaminan. Namun, pertumbuhan yang pesat ini juga memunculkan berbagai persoalan
hukum, terutama terkait transparansi biaya, penagihan yang tidak sesuai, penyalahgunaan data
pribadi, dan lemahnya posisi tawar konsumen. Artikel ini mengkaji mekanisme sengketa yang
timbul dalam praktik BNPL, menganalisis dasar hukum yang mengatur, serta mengevaluasi
efektivitas perlindungan hukum bagi konsumen berdasarkan metode penelitian yuridis normatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum cukup melindungi konsumen,
terdapat kekosongan hukum terkait skema pembiayaan digital, dan dibutuhkan pembaruan
kebijakan hukum bisnis untuk menjamin transaksi yang adil dan transparan.
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PENDAHULUAN Buy Now Pay Later (BNPL), yaitu
Kemajuan teknologi digital fasilitas pembayaran yang
dalam satu dekade terakhir telah memungkinkan ~ konsumen membeli
membawa perubahan signifikan barang atau jasa sekarang dan
terhadap  pola  transaksi  bisnis membayarnya di kemudian hari tanpa
masyarakat Indonesia. Transformasi ini harus memiliki kartu kredit.
tidak hanya ~mempengaruhi cara Popularitas BNPL meningkat
masyarakat berbelanja, tetapi juga pesat karena menawarkan berbagai
mengubah model pembiayaan kemudahan, mulai dari proses
konsumen. Salah satu inovasi yang persetujuan yang cepat, persyaratan
berkembang paling pesat adalah layanan yang  relatif  sederhana,  hingga

fleksibilitas pembayaran. Kemudahan ini
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membuat BNPL diminati oleh
masyarakat berpenghasilan rendah
hingga menengah yang membutuhkan
akses pembiayaan jangka pendek. Selain
itu, berbagai platform e-commerce serta
perusahaan financial technology
(fintech) turut menjadikan BNPL sebagai
strategi bisnis untuk meningkatkan
volume transaksi dan memperluas basis
konsumen.

Meskipun demikian,
pertumbuhan layanan BNPL tidak selalu
berbanding lurus dengan kesiapan
regulasi dan mekanisme perlindungan
konsumen. Pada periode 2024-2025,
tercatat peningkatan signifikan dalam
laporan pengaduan yang berkaitan
dengan praktik BNPL. Kasus-kasus
tersebut mencakup adanya biaya
tersembunyi yang tidak diinformasikan
secara transparan, praktik penagihan
yang tidak sesuai ketentuan, pemrosesan
dan penyebaran data pribadi tanpa

persetujuan  yang jelas, hingga
penggunaan perjanjian baku yang
cenderung  merugikan  konsumen.
Lembaga seperti Yayasan Lembaga

Konsumen Indonesia (YLKI), Otoritas
Jasa Keuangan (OJK), serta Badan
Penyelesaian = Sengketa  Konsumen
(BPSK) menerima banyak keluhan dari
masyarakat mengenai permasalahan
tersebut.

Fenomena ini menunjukkan
bahwa meskipun BNPL berkontribusi
terhadap pertumbuhan ekonomi digital,
keberadaannya juga menimbulkan risiko
hukum yang tidak dapat diabaikan.
Ketidakseimbangan posisi tawar antara
penyedia layanan dan konsumen,
lemahnya regulasi khusus mengenai
pembiayaan digital, serta keterbatasan
efektivitas pengawasan menjadi
tantangan yang harus segera diatasi.

Oleh karena itu, diperlukan
suatu kajian hukum yang komprehensif
untuk memahami bagaimana sistem
hukum bisnis Indonesia merespons
dinamika layanan BNPL. Pendekatan
yuridis normatif menjadi relevan untuk
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menelaah dasar hukum yang berlaku,

menilai kecukupan mekanisme
perlindungan konsumen yang telah
tersedia, dan mengidentifikasi
kebutuhan pembaruan regulasi. Melalui
analisis ini, diharapkan dapat
dirumuskan rekomendasi guna
meningkatkan kepastian hukum,

transparansi, serta perlindungan yang
lebih efektif bagi konsumen dalam
ekosistem pembiayaan digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan
penelitian hukum normatif, yaitu
metode penelitian yang berfokus pada
pengkajian  terhadap norma-norma
hukum yang terdapat dalam peraturan
perundang-undangan, putusan
pengadilan, doktrin para ahli hukum,
serta prinsip-prinsip hukum yang
relevan. Penelitian hukum normatif tidak
meneliti perilaku masyarakat secara
langsung, melainkan menelaah hukum
sebagai norma yang seharusnya berlaku
(Iaw in books).

Dalam konteks layanan Buy Now
Pay Later (BNPL), pendekatan hukum
normatif digunakan untuk mengkaji
ketercukupan regulasi yang mengatur
praktik pembiayaan digital, termasuk
ketentuan  mengenai  perlindungan
konsumen, transparansi biaya,
mekanisme penyelesaian sengketa, serta
pengelolaan data pribadi. Penelitian ini
menelaah Kkesesuaian antara praktik
BNPL dengan ketentuan hukum yang
berlaku, seperti Undang-Undang
Perlindungan = Konsumen, regulasi
Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang
Perlindungan Data Pribadi, serta aturan
terkait fintech dan layanan pembiayaan.

Jenis  penelitian ini  juga
melibatkan pendekatan perundang-
undangan (statute approach) dengan
menganalisis berbagai regulasi yang

mengatur sektor pembiayaan dan
perlindungan konsumen; pendekatan
konseptual  (conceptual approach)

dengan mengkaji konsep-konsep seperti
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perjanjian baku, Kklausula tidak adil
(unfair contract terms), dan tanggung
jawab pelaku usaha; serta pendekatan
kasus (case approach) dengan menelaah
beberapa kasus sengketa BNPL yang
pernah ditangani oleh YLKI, OJK, atau
lembaga penyelesaian sengketa lainnya.

Melalui  penelitian =~ hukum
normatif, penelitian ini berusaha
menjawab sejauh mana hukum positif
Indonesia mampu memberikan
kepastian dan perlindungan hukum yang
memadai bagi konsumen dalam
transaksi BNPL, serta mengidentifikasi
potensi  kekosongan hukum atau
kelemahan regulasi yang  perlu
diperbaiki.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulasi terhadap Layanan
Buy Now Pay Later (BNPL) dan
Kecukupan Mekanisme Perlindungan
Konsumen

Pembahasan pertama
menitikberatkan pada analisis terhadap
kerangka hukum yang mengatur layanan
Buy Now Pay Later (BNPL) sebagai
bagian dari ekosistem pembiayaan
digital di Indonesia. Meskipun BNPL
berkembang pesat sebagai alternatif
pembiayaan konsumen, regulasi yang
secara spesifik mengatur model layanan
ini masih terbatas. Pengawasan pada
umumnya mengacu pada aturan umum
mengenai  perlindungan  konsumen,
perjanjian baku, dan layanan jasa
keuangan berbasis teknologi informasi.

Di satu sisi, Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen telah
memberikan dasar norma mengenai
kewajiban  pelaku  usaha  untuk
memberikan informasi yang jelas,
transparan, dan tidak menyesatkan.
Demikian pula ketentuan mengenai
klausula baku melarang pencantuman
syarat yang merugikan konsumen.

Selain ity, Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) mengatur
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penyelenggaraan layanan fintech lending
dan paylater melalui sejumlah regulasi,
termasuk kewajiban transparansi biaya,
pemberitahuan risiko, dan tata cara

penagihan yang beretika. Kehadiran
Undang-Undang Perlindungan Data
Pribadi juga memberikan pijakan

mengenai pengolahan dan penyimpanan
data konsumen.

Namun demikian, kerangka
hukum tersebut  belum secara
komprehensif menjawab karakteristik
khusus BNPL sebagai skema pembiayaan
jangka pendek tanpa jaminan yang
umumnya disertai bunga, denda, atau
biaya administrasi tertentu.
Ketidakjelasan kategori BNPL apakah
termasuk kredit, pembiayaan, atau
layanan teknologi finansial murni
menyebabkan adanya celah regulasi.

Celah ini membuka ruang bagi
perjanjian baku yang tidak seimbang,
biaya tersembunyi, serta penggunaan
data pribadi konsumen tanpa batasan
yang tegas. Kondisi tersebut
menunjukkan bahwa mekanisme
perlindungan konsumen yang berlaku
belum sepenuhnya mampu memberikan
kepastian hukum dalam praktik BNPL.

Sengketa dalam Praktik BNPL
serta Tantangan dalam Penyelesaian
dan Penegakan Hukumnya

Pokok  pembahasan  kedua
menelaah berbagai bentuk sengketa
yang muncul dalam layanan BNPL serta
hambatan yang dihadapi dalam proses
penyelesaian sengketa maupun
penegakan hukumnya.

Sengketa yang paling sering
dilaporkan konsumen meliputi
keberatan atas biaya tambahan yang
tidak diinformasikan sejak awal, praktik
penagihan yang dilakukan oleh pihak
ketiga secara agresif, akses serta
penyebaran  data  pribadi  tanpa
persetujuan, hingga keberatan terhadap
syarat dan ketentuan perjanjian baku
yang dianggap merugikan.
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Banyak pengaduan dicatat oleh
YLKI, OJK, dan lembaga penyelesaian
sengketa konsumen di berbagai daerah.

Sebagian besar sengketa terjadi
karena ketidakseimbangan posisi tawar
antara penyedia layanan dan konsumen.
Konsumen kerap tidak memiliki
kesempatan untuk menegosiasikan isi
perjanjian karena kontrak berbentuk
klausula baku yang hanya dapat disetujui
atau ditolak tanpa alternatif lain. Selain
itu, pengetahuan Kkonsumen yang
terbatas mengenai risiko finansial dan
konsekuensi hukum dari penggunaan
BNPL turut memperbesar potensi
konflik.

Dari sisi penyelesaian sengketa,
mekanisme yang tersedia sebenarnya
beragam, mulai dari pengaduan kepada
platform, mediasi di bawah OJK, hingga
penyelesaian melalui Badan
Penyelesaian = Sengketa  Konsumen
(BPSK). Namun efektivitas mekanisme
ini  masih menghadapi sejumlah
tantangan.

Salah satu hambatan terbesar
adalah ketidaksesuaian antara
kompleksitas layanan digital dengan
kapasitas lembaga penyelesaian
sengketa yang umumnya berorientasi
pada transaksi konvensional. Selain itu,
tidak adanya regulasi khusus yang
mengatur prosedur penagihan, batasan

penggunaan data, maupun standar
perjanjian baku dalam BNPL
menyebabkan penegakan hukum
berjalan tidak optimal.

Hambatan struktural seperti
kurangnya koordinasi pengawasan,
keterbatasan sumber daya aparat
pengawas, serta rendahnya literasi
digital konsumen semakin

memperburuk penyelesaian masalah.

SIMPULAN

Kesimpulannya, perkembangan
layanan Buy Now Pay Later (BNPL) di
Indonesia belum sepenuhnya diimbangi
dengan regulasi yang memadali, sehingga
perlindungan hukum bagi konsumen
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masih lemah. Meskipun terdapat aturan
umum mengenai perlindungan
konsumen, layanan keuangan, dan data
pribadi, regulasi tersebut belum secara
spesifik mengatur karakteristik BNPL,
termasuk transparansi biaya, standar
perjanjian baku, serta tata cara
penagihan dan pengelolaan data. Kondisi
ini memicu berbagai sengketa, seperti
biaya tersembunyi, penagihan tidak
wajar, hingga penyalahgunaan data
pribadi, yang semakin diperburuk oleh
ketidakseimbangan posisi tawar dan
rendahnya literasi konsumen. Oleh
karena itu, diperlukan pembaruan
kebijakan hukum yang komprehensif
guna menutup kekosongan regulasi dan
memperkuat perlindungan konsumen
dalam transaksi BNPL.
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